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PUTUSAN
NOMOR 0524/Pdt.G/2017/PA.Gsg

e Dl GAR DN A ol
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai
gugat antara :

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP,
pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah,
sebagai Penggugat;

melawan
TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP,
pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah,

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 16 Mei 2017
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih, dengan

Nomor : 0524/Pdt.G/2017/PA.Gsg tanggal 16 Mei 2017, telah mengemukakan

dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2013, Penggugat dengan Tergugat telah
menikah sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
(KUA) Kecamatan Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Tengah
sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : -, Tertanggal 21
Agustus 2013;
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2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
rumah di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Lampung Tengah
sampai dengan berpisah;

3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah
berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang
anak bernama : Ahmad Angga Prasetiyo bin Supardi umur 3 tahun, saat ini
dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun
sejak bulan Juli tahun 2015, Terguggat dan penggugat sering bertengkar
karena;

a. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada
Penggugat disebabkan Tergugat malas — malasan dalam bekerja
sehingga Penggugat terpaksa bekerja untuk mencukupi kebutuhan
sehatri - hari;

b. Tergugat sering Minum — minuman beralkohol bahkan tak jarang
Tergugat pulang dalam keadaan mabuk dan dari mulutnya tercium bau
alkohol yang menyengat;

c. Tergugat bila marah sering berkata kasar yang tak pantas didengar
bahkan Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah orang tuanya;

d. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi
pada bulan April tahun 2017 yang menyebabkan antara Penggugat dan
Tergugat sudah pisah rumah pada saat ini Penggugat tinggal di rumah
milik orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua
Tergugat selama 1 bulan;

e. Bahwa sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, Penggugat tidak
pernah kembali lagi, meskipun keluarga Penggugat dan Tergugat telah
berupaya mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun
usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

f. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Terguggat sebagaimana
yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah

tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan
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tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena
perceraian;

g. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk
mengajukan gugatan perceraian terhadap Terguggat atas dasar
pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun
dalam suatu ikatan perkawinana, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai
ini dikabulkan;

h. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang
Nomor. 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006
tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal
22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Gunung
Sugih untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap pada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat
dan Terguggat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

i. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini
Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih cq.
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat
menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Terguggat
untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya
sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT)
terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan
salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan
Agama tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk
dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;
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B4

SUBSIDER:
Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-
adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke
muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil
atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan relaas Nomor :
524/Pdt.G/2017/PA.Gsg tanggal 26 Mei 2017 dan tanggal 9 Juni 2017 secara
resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di muka sidang,
sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu
halangan yang sabh;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan jalan menasehati
Penggugat agar bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah
tangganya dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada
dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat bukti surat berupa :

A. Surat

— Fotokopi Surat Keterangan KTP Sementara Nomor - atas nama Yulia
Ningsih yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kampung Sri Budaya
Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah tanggal 02 Juni
2017, bukti P.1;

— Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PENGGUGAT dengan
TERGUGAT yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
Kecamatan Seputih Banyak Nomor : - Tanggal 21 Agustus 2013, bukti
P.2;

B. Saksi
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1. SAKSI |, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan
swasta, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, di bawah
sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

— Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan kenal dengan Tergugat
sebagai suami sah Penggugat;

— Bahwa saksi adalah paman Penggugat;

— Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang
dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2013 di Seputih Banyak;

— Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat
berstatus perjaka;

— Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat
tinggal di rumah orang tua Tergugat;

— Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu)
orang anak;

— Bahwa saksi tahu pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat
dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni 2015 sudah
tidak harmonis lagi;

— Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

— Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran yang terjadi dikarenakan
masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat
memenuhi kebutuhan rumah tangga, selain itu saksi juga pernah
melihat Tergugat juga sering minum-minuman keras;

— Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat
tinggal sejak bulan April 2017, Penggugat pergi meninggalkan
kediaman bersama;

— Bahwa keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI I, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ikut
Orang Tua, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, di bawah
sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

— Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan kenal dengan Tergugat
sebagai suami sah Penggugat;

— Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
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— Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang
dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2013 di Seputih Banyak;

— Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat
berstatus perjaka;

— Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat
tinggal di rumah orang tua Tergugat;

— Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu)
orang anak;

— Bahwa saksi tahu pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat
dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Juli 2015 sudah
tidak harmonis lagi;

— Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

— Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran yang terjadi dikarenakan
masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat
memenuhi kebutuhan rumah tangga, selain itu juga Tergugat juga
sering minum-minuman keras dan saksi pernah melihatnya;

— Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat
tinggal sejak bulan April 2017, Penggugat pergi meninggalkan
kediaman bersama;

— Bahwa keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi,
kesimpulan Penggugat tetap pada pokok gugatannya untuk bercerai dengan
Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal
yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana terurai di atas;
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Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil dengan resmi
dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata
bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan
tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan
Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat
dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu
putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang
berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani
Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, untuk membuktikan dalil positanya, Penggugat telah
mengajukan alat bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan alat bukti surat, yaitu
bukti P.1 tentang domisili Penggugat dan bukti P.2 yang menujukkan hubungan
Penggugat dengan Tergugat, kedua bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat
yang berwenang untuk itu, telah nyata sesuai dengan aslinya, serta bermeterai
cukup dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 huruf (a) Undang-
undang nomor 13 tahun 1983 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Mahkamah
Agung Nomor 1 tahun 1963 huruf c, Majelis Hakim menilai bukti P.1 dan bukti
P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik,
daripadanya telah memenuhi batas minimal bukti surat dengan nilai kekuatan
pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledeg en bindende bewijs kracht)
karena tidak ada bukti lain (tegen bewijs) yang dapat melumpuhkannya, oleh
karenanya bukti P.1 dan bukti P.2 telah memenuhi syarat formil bukti tertulis
dan telah membuktikan kebenaran materil dalil Penggugat tentang identitas
kependudukan dirinya serta kedudukan Penggugat sebagai isteri dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 66 ayat 2
undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang tidak dirubah dalam undang-undang
nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang

Peradilan Agama bahwa Tergugat dinyatakan berdomisili di Kabupaten
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Lampung Tengah yang merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Agama Gunung
Sugih dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sekalipun telah dipanggil
secara resmi dan patut serta tidak mengirimkan wakilnya yang sah, dan telah
nyata pada relaas panggilan Tergugat adalah akta otentik yang dibuat oleh
pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karenanya Tergugat dapat dinyatakan
telah terbukti berkediaman di alamat tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan
Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 ayat (1)
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Pengadilan Agama Gunung Sugih
berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini serta dapat pula dinyatakan
telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat
dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh
sebab itu Penggugat memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan aquo,
karena Penggugat adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum
(persona standi in judicio) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 154 Rbg. jo ketentuan
pasal 7 ayat (1) dan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang
Mediasi jo. pasal 65 dan pasal 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo.
pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara perdata harus dilakukan
mediasi, tetapi karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga
mediasi tidak layak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap melakukan
upaya perdamaian dengan jalan memberikan nasehat kepada Penggugat agar
rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah
disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal
172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai
angka 4 (empat) dan 5 (lima) adalah fakta dan saksi-saksi mengetahui posita
angka 6 (enam) Penggugat tentang adanya perdamaian, sehingga relevan
dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan

saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam
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Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan

pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukii;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu
keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309
R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta
kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 21 Agustus 2013;

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat setidaknya sejak bulan Juni
2016 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dikarenakan masalah
ekonomi yaitu Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memenubhi
kebutuhan rumah tangga dan Tergugat suka minum-minuman keras;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak
bulan April 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat
disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran;

3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat
berpisah tempat tinggal,

4. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat
namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum
Islam yang terkandung dalam :

1. Al-Quran surat ar-Ruum ayat 21 :

dan g Baga alisy Jran g Lgl) ) 53l L) g0 aSeui) (ha 81 (318 () ATL) (a9
Artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu
pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-

Nya diantara kamu rasa kasih sayang;
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B4

2. Kaidah Fikih yang berbunyi :
hadl Gila e anie audiall )0
“Menghilangkan kerusakan lebih utama dari pada mendatangkan
kemaslahatan”:

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan
beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan
menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Gunung
Sugih, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai
Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada
Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat
dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya
perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap ke persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk
mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Seputih
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Kabupaten Lampung Tengah dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah untuk
dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 541.000,-
(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Gunung Sugih yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal
19 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan 24 Ramadan 1438 Hijriyah, oleh kami
H. Ahmad Fernandesz, S.Ag., M.Sy., Sebagai Hakim Ketua, Aziz Mahmud
Idris, S.H.lI dan Sobari, S.H.l, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal
19 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan 24 Ramadan 1438 Hijriyah oleh Hakim
Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan didampingi oleh
Zulhaida, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota Ketua Majelis
ttd ttd
Aziz Mahmud Idris, S.H.I. H. Ahmad Fernandesz, S.Ag., M.Sy.

Hakim Anggota

ttd
Sobari, S.H.1I.

Panitera Pengganti

ttd
Zulhaida, S.H., M.H.
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Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
Biaya Proses Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan Rp. 450.000,-

o L D

Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
Meterai Rp. 6.000,.-
Jumlah Rp. 541.000-
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